
BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATJ LEBONG 
NOMOR ,1.3/ TAHUN 2019 

TENTANO 

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LEBONG, 

• Menimbang a. bahwa Kepala Sckola.h merupakan guru yang diberikan 
tugas sepenunya untuk melaksanakan tugas manajerial, 
pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru 
dan tenaga kependidikan; 

Mengingat 

• 

b. bahwa untuk menindaklanj uti ketentuan BAB IV Pasal 10 
ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentan.g 
P.-nugasan Guru Sebagai Kcpa1a Sekolah: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Beng.kulu {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301 ); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43491; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

! 

j 



• 

• 

5. Cndang-Undang Nomor 12 'fahun 2011 tcntang 
Pembeotukan Peraturan Perundang-Undang.11J1 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahao Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran N(!gara Re;>ublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negarn Republik 
Indonesia Nomor 5494j; 

7. Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daeral1 (Ll:111ba, ;u1 Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24L, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inclonesia Nomor 5587), ~eh<'Jg;;iimana 
telah diubah bcberapa kali tcrakhir dengan Undang­
Undaog Nomor 9 Tahun 20 15 tentaog Perubahan Kedua 
Alas Undang-Undang Nomor 23 Tarllln 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

8. Undang-Undang Nomor 30 'fahun 2014 
Aclministrasi Pemerintc1han (Lembanm Negara 
Indonesia Tahun '.2014 Nomor 268, Tambahan 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 560 1 J; 

tentang 
Republik 

Lembaran 

9 . Peraturan Pemerin1al'1 :S:omor 16 Tahun 191J-I 1.entang 
.... \:.:>c.:c:.:: ;.··~~gsion<il ?egawc?..: ~e-~eri ::;ipH !Lembaran ;\egara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang ,Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 512 1); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indoncsi::i Tahun 2008 Nornor 
194, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun -1941), scbagaimana telall t1iubah dcngan Pcraturan 
Pemerin tah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
107, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6058); 



• 

• 
Meuetapkan 

i 2. P<:"raturan Pernerirna:: :'\omor l i Tahun 2010 tenlang 
Pengelolaan ctan Penyelenggaraan Pendidikan 1Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 23. 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5105j sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemetintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang 
Pengelolaan dao Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l 12, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5157); 

13. Peratttran Pcmerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipii [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.'!un 20!0 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lntloncsia Nomor 5135); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'l'ahun 2017 Nomor 63, Trunbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037!; 

15 . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatu r Negara 
dan Refo,1nasi F.l(rokrasi Nomor I 6 1'ahun 2009 tentang 
,Jabatan F'ungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

16 . Peraturan Mcnteri ?endidikan Nasional Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Stand~.r Kcpal,i Sckolah: 

?<.·:·r. .. :·.;:-c·~:-. ~-~e:-:~e:"': ?-::1<.::c:~ci.:: <lei.": 1'ebuciayaan ~omor 6 
Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai h:epala 
Sekolah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pe,nbentukan dan SusLman Perangkat 
Daerah [LembRran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 
Nomor lOi; 

MEMUTUS KAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA 
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN 
LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
natam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d(:ngan: 
I . Daerah adalah Kabupaten Lebong; 
2 . Pemerinrah h:atbupaten adalah Pemerintah J.:abupaten 

Lebong; 
3 . Bupati adalah Bupati Lebor.g; 
4 . Pejabat Pembina Kcpegawaian Daerah adaiah a-.:;,a_: ' 

Le bong: 
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5. Dinas P~ndidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan 
dan Kcbuda~·aan Kabupaten Lebong: 

6. Kopala Dinas adalah Kepala Dinas Pondidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Lebong: 

7. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Kepegawaian, dan 
Pengembanga.n Sumber Daya Ma.nusia Kabupaten Lebong; 

8. Satuan Pendidikan Dasar adalah Taman Kanak-kanak (TKI, 
Sekolah L>asar (SDI, Sekolah Menengah Pertama (SMPJ; 

9. Kepala Satuan Pendidikan selanjutnya disebut Kepala 
Sekolah adalah guru yang diberikan tugas sepe-nunya untuk 
melaksanakan tugas mana_jerial, pengembangan 
kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga 
kependidikan; 

10.Tim Penilai adalah Tim yang bertugas melaksanakan 
penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dibentuk oleh 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

11. Penilaian Akseptabilims adalah penilaian calon Kepala 
Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon 
dengan sekolah dimana yang bersangku tan akan diangkat 
dan ditempatkan; 

12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mc:ngevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur p(•ndidikan formal. pendidikan dasar 
(:?.!1 ?f:'~t!:<!ikar. :11("~1?~ga:~: 

13.Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan 
keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, 
manajerial, kewi.-ausahaan, supeivice dan sosial; 

l 4. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dan beranggotakan 
orang tuaiwali peserta didik, komuniras sekolah, serta tokoh 
masyarakat yang peduli pendidikan; 

15.Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai 
pengakuan yang diberikan kepada guru bal1wa yang 
l>ersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 
untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah; 

l 6 .Akrcditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program 
dalam satua,1 pcndidikan b~rdasarkan l<ri ter ia yang tclah 
dicetapkan; 

t 7 . Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai 
kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan­
patokan tertentu; 

18. Nomor Unik Ke![)ala Sekolah yang disingkar NUKS adalah 
Nomor Unik yang dimiliki seorang guru yang telah mengikuti 
diktat calon Kepala Sekolah dan dinyatakan lulus oleh 
Lcmbaga Pengennbangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. 
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BAB ll 
KEPALA SEKOJ..AH 

Pasal 2 

( I) Pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah, Pemindahan 
Kepala Sckolam clan pembcrhcntian Kcpala Sckolah 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah harus 
dilaksanakan melalui: 
a. Seleksi administrasi Calon Kepala Sekolah; 
b. Seleksi akademik dan wawancanl Calon Kepala Sekolah; 

cian 
c. Mengikuti dan Iulus Diklat Calon Kepala Sekolah. 

(3) Seieksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilaks·anakan oleh tim seleksi yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(4) Seleksi akademik ctan wawancara sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (2)1 huruf b dilaksanakan oleh Lembaga 
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) 
dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

(5) Dalam proses pcngangkatan Kepala Sekolah sebagaimana 
dim<>.ksud pac!a ayat (I), Bupati membenrnk Tim 
Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang tcrdiri 
a1as unsur Sekre1aria1 Daerah. f>inas Pendidikan dan 
;.;t:>:.:aa~·aan lsabupa,en. Dewan Pendidikan dan Pengawas 
Sekolah. 

(6) Tim sebagaima3la dimaksud pada ayat (5) membcrikan 
Rekomendasi Pengangkatan Kepala Sekolah kepada Bupati. 

BAB Ill 
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH 

Bagian kesatu 
Persyaratru1 calon kepala sekolah 

Pasal 3 

Persyaratan guru yang diusulkan sebagai calon Kepala 
Sekolah meliputi: 
a. Beriman dan li>ertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Memiliki Kualifikasi akademik paling rendah Sarjana ($ - 11 

atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non 
kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi paling 
rendf)h B; 

c. Berusia setinggi-tingginya 56 (Jima puluh enrun) tahun 
pada waktu pengangkatan pertruna sebagai Kepala 
Sekolah; 

d. Sehat Jasmani. Rohani dan bebas NAPZ.11 berdasarkan 
sura1 ke1erangan dari rumah sakit Pemerimah; 
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e. Tidak pemah dikenakan hukuman disiplin sedang 
dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan: 

f. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pemah 
menjadi terpidana; 

g. Memiliki Serti1ikat Pendidik; 
h . Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahuu 

menurut j enis. dan jenjang sekolah masing-masing kecuali 
untuk taman kanak-kanak (TK) se.kurang-kurangnya 3 
(tiga) tahun; 

i. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya lll/c bagi 
guru pegawai negeri sipil (PNS); 

j . Memperoleh nilai an1at bail< untuk unsur kesetiaan dan 
ni!ai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru 
dalam Penila.i,m Perilaku Kerja Pegawai; 

k. Memiliki has:il Penilaian Prestasi Kerja Guru dengan 
sebutan paling rendah "Baik' selama 2 (dual tahun 
terakhir; 

l. Bersta.tus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolab 
yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangl<utan 
a.kan diberi mgas sebagai kepala sekolah; 

m. Memiliki pengalaman manajerial denga.n tugas yang 
rete,·an dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua.) 
tahun. 

Bagian kedua 
Taca cara pengusulan Calon Kepala Sekolah 

Paragraf I 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 

Pasal 4 

Tata ca.ra pengusulan ca.Jon Kepala Sekolah TK dan SD 
adalah seba.ga.i be1ikuc: 
a. Ke'pa.Ja Sekolah TK dan SD mengusulkan guru yang telah 

memenuhi pe rsyarata.tl kepada Tim Selcksi Calon Kepala 
Sekolah Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala UPT; 

b. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan selaku Penanggung 
jawab menyampaikan usulan calon Kepala Sekolah 
kepada Kepala Dinas; 

c. Dinas melalui Tim seleksi melakukan Seleksi Administrasi 
Calon Kepala Sekolah; 

d. Kepala Dinas menyampaika.11 hasil Seleksi Administrasi 
kepada Bupati melalui Kepala Badan; 

e. Kepa.la Badan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana 
dimaksud pada huruf d , melaksa.nakru1 seleksi akademik 
dan wawancaira. melalui LP2KS dan/ aiau Lembaga. lain 
,·ang diberikan kewenangan oleh Kementcrian Pendidikan 
dan Kebudayaan; 
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f. Kepala Sadan melaporkan hasil seleksi akademis 
sebagaunana dimaksud pada hurur e kepada Bupati 
umuk mendapatkan penetapan Peserta Diklat Calon 
Kepala Sekolah. 

ParagraJ2 
SMP 

Pasal 5 

Tata Cara pengusulan Calon Kepala Sekolah SMP adalah 
sebagai berikut: 

a . Kepala Sekolah SMP mengusulkan guru yang telah 
memenuhi pcrsyaratan kepada Tim Seleksi Calon Kepala 
Sekolah Tingkat Kabupaten; 

b. Uinas melalui Tim Seleksi melakuka.n Seleksi 
Administrasi Calon Kepala Sekolah; 

c. Kepala Dinas menyampaikan hasil Seleksi Administrasi 
kepada Bupati melalui Kepala Badan; 

d. Kepala Badan berdasarkan hasi l seleksi sebagaimana 
dimaksud pada huruf d, rnelaksanakan seleksi akadernik 
dan wawancara melalui LP2KS dan/atau Lembaga lain 
ynng d ibel'ikan kewenangan oleh Kementel'ian Pend id ikan 
dan Kebudayaan; 

e. Kepala Badan melaporkan hasil seleks i akademis dan 
" ·awancara selJagaimana dimaksud pada huruf d kepada 
Bupati untuk mendapatkan penetapan Pescrta Diklat 
Calon Kepala Sekolah. 

BagiM ketiga 
Tata cara Pengangkatan Kepala Sekolah 

Pasal 6 

Calon Kepala Sekolah yang telah lu lus diklat diusulkaJ1 oleh 
Kepala Bad8J1 kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kepala 
Sekolah dengan memenuhi persyamtM sebagai berikut: 

a . persyara1an umum, yaitu: 
a. Lulus seleksi administrasi ; 
b. Lulus selek~i akademis daJ1 wawaJ1cara; 
c. Lui us dikla t calon Kepala Sekolah; 
d. Memiliki sertilikat pendidik; 
e. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah/NUKS. 

b. persyarataJ1 khusus yaitu mcndapatk8J1 rekomcndasi dari 
Tim PertimbangM dengaJ1 memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Penilaian intcgritas, kompetensi dan a.kseptabilitas; 
h. RekaJn jejak; 
c. Senioritas kepangkatan dan usia: 
d. Pengalaman mengajar; 
e. Prestasi aka:lemik d8J1 non akademik ; 
f. Pcngalaman menjadi wakil kepala sekolah. 
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BAB IV 
PEIIDIDAHAHAR KEPALA SEKOLAH 

Pasa\ 7 

( I ) Kepala .sekolah dapat dipindabkan ke sekolah lain apabila 
tclah mclaksanakan tugas da1am l (satu) sekolah/satu an 
pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kccuali ada 
kekosongan jabatan kepala sekolah. 

(2) Sela.in ketentuan sebagaimana pada ayat ( I) pemindahan 
Kepala Sekolah dilaksanakan dcngan memperhatikan ha.I­
ha! sebagai berikut: 
a. Terkena hukuman disipli n sedang; 
b. Terk ena ketentuan periodesasi; 
c. Untuk kepentingan Dinas. 

BAB V 
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 

Pasal8 

( I J Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala 
setiap tahun dan -secara kumulat.if setiap 4 (empat) tahu n. 

(21 Penilaian kinerja 1ahunan dilakukan oleh Pengawas Sekolah. 
(3) Penilaian k inerja kumulatif setiap 4 /empat) tahun dilakukan 

tim yang d ibentuk oleh: 
a. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan u m uk Tarnan Ka.-,aJ,:. 

Kanak dan Srkolah DaSl"J': 
b. Kepala Dinas untuk SMP. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 
Pengawas, Tenaga Kependidikan, unsur Komite Sekolah dan 
Dewan Pendidikan. 

(SI Penilaian ki ncrja sebagaimana dimaksud pada ayat ( II 
rnelipu ti : 
a. Kompeten si kcpribadian dan sosial, kompctensi 

kepemimpinan pembelaj aran, kompetensi pengembangan 
sekolah, kompetensi manajemen smnber daya, 
kompetensi kewirausahaan dan kompetensi supervisi 
pernbelaj a.ran; 

b. Peningkatan k1Jalitas sckolah berdasarkan 8 (delapan) 
Standar NasbnaJ Pendidi kan selama di bawah 
kepemimpinan bersangkutan. 

(6) Penilaian Kine,ja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman yang dilet.apkan dalam : 
a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahu n 2009 
ten tang Jabatan Fungsional Ouru dan Angka Kreditnya; 

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 
2010 ten tang Petunj uk Teknis Pelaksan aan Jabatan 
Fu ngsional Guru dan Angka Kreditnya. 

(7 j Hasil penilaiaJ1 kinerja Kepala Sekolah oleh Tim d isampaikan 
kepa.da KepaJa Dinas. 
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BAB VI 
PEIIBERHEJIITIAN KEPALA SEKOLAH 

Pasal 9 

Pemberhemian penugasan guru sebagai kepala sekolah 
dikarenakan: 

a. Permohonan sendiri; 
b. Masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir; 
c. Tidak mencapai ni lai minimal Penilaian Kinerja Kepala 

Sekolah; 
d . Telah mencapa' batas pensiun jabatan fungsional guru; 
e. Diangkat padajabatan lain; 
f. Dikenakan hukuman disiplin berat.; 
g. Diberhentikan dari jabatan guru; 
h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; 
i. Berhalangan teLap; dan/atau 
j. Meninggal dunia . 

J>asal JO 

Pemberhentian Penugasan Kepala Sekolah yang dinilai tidal< 
mencapai nilai minimal pcnilaian kinerja Kepala Sekolah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan 
sebagai beriku t : 

a. Tim Penilai Kinerja berdasarkan hasil penilaian 
men,·ampaikan da1a 1,epala Sekolah yang dinilai tidak 
ber·ha.sil da.lam mclak<sanakan tugasnya dan 
menyampaikan pertimbangan /saran kepada Kepala 
Dinas. 

b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis hasil 
penilaian Kinerja Kepala Sekolah dari Tim Penilai yang 
dianggap tide.k berhasil melaksanakan tugasnya, 
selanjutnya Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian 
penugasan sebagaJ KepaJa Sekolah kcpada Bupati. 
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BABVIl 

KETENTUANPENUTUP 

Pasai 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. 
Agar sctiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Oaerah Kabupaten Lebong 

Ditetapkan d i Tubei • 
pada tanggal .i_j Mt.I 2019 

..,UPATI L BONG, 

Diundangkan di Tubei . 
pada tanggal :.j MO 2019 

PEliJABAT SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN LEBONG, 
I 

DALMUJI SURANTO 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR J.3/ 


